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Abstrak
 

Mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas, yang mana UU Perkawinan sendiri

mengembalikan lagi kepada agama dan kepercayaannya masing-masing yang hendak melaksanakan

perkawinan. Mayoritas agama yang diakui di Indonesia sendiri melarang perkawinan beda agama, namun

perkawinan beda agama masih marak terjadi, setidaknya sampai sebelum terbitnya SEMA 2/2023 yang

isinya melarang Hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan yang didaftarkan ke pengadilan. Dalam

skripsi ini, Penulis membahas mengenai pengaturan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah keluarnya

SEMA 2/2023. Untuk mendukung pembahasan, Penulis melakukan analisis terhadap Penetapan Nomor

423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr terkait dengan permohonan perkawinan yang dikabulkan setelah keluarnya

SEMA 2/2023. Penulis menggunakan penelitian dalam bentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif

analitis agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang Penulis angkat dalam penelitian ini. Dari

penelitian ini bisa disimpulkan bahwa SEMA 2/2023 tidak mengatur juga secara jelas bahwa perkawinan

beda agama karena kembali lagi kepada UU Perkawinan, yang jelas adalah bahwa Hakim dilarang untuk

mengabulkan permohonan yang diajukan ke pengadilan untuk tujuan kepastian hukum. Oleh karena itu,

menurut Penulis perkawinan beda agama sebaiknya dihindari karena dari segi pencatatannya rumit, terlebih

setelah terbitnya SEMA 2/2023.

......Regarding interfaith marriages, the Marriage Law itself returns to the religion and beliefs of each person

who wants to get married. The majority of recognized religions in Indonesia prohibit interfaith marriages,

but interfaith marriages were still rampant, at least until the issuance of SEMA 2/2023, which prohibits

judges from granting applications for registration registered with the court. In this thesis, the author

discusses the regulation of interfaith marriages before and after the issuance of SEMA 2/2023. To support

the discussion, the author analyzes Stipulation Number 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr related to the marriage

application granted after the issuance of SEMA 2/2023. The author uses normative juridical research which

is descriptive analytical in order to find answers to the problems that the author raises in this study. From

this research, it can be concluded that SEMA 2/2023 does not clearly regulate interfaith marriages because it

returns to the Marriage Law, what is clear is that Judges are prohibited from granting applications submitted

to the court for the purpose of legal certainty. Therefore, according to the author, interfaith marriages should

be avoided due to the complexity of recording, especially after the issuance of SEMA 2/2023.
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